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KATA PENGANTAR 

“Indonesia sudah gawat narkotika.” Itu pesan yang disampaikan Presiden Joko 
Widodo, yang kemudian menjadi tanda dimulainya perang terhadap narkotika di 
bawah era kepresidenannya. Kegawatdaruratan ini, tambahnya, ditandai dengan, 
salah satunya, keberadaan 4,5 juta orang di Indonesia yang, dalam kalimatnya 
Joko Widodo, ‘terkena narkoba’. Terlebih lagi, 1,2 juta orang diantaranya yang 
‘sudah tidak bisa direhabilitasi karena sudah terlanjur sangat parah’.   

Tentunya pernyataan ini seharusnya diterjemahkan ke dalam kebijakan yang 
diharapkan dapat mengatasi kondisi tersebut. Salah satunya adalah penyediaan 
perawatan pemulihan ketergantungan narkotika, yang - harapannya - dapat 
membantu mengatasi persoalan penggunaan narkotika dan mempersiapkan 
mereka untuk berintegrasi kembali ke masyarakat. Pertanyaannya kemudian 
adalah, bagaimana sesungguhnya perawatan tersebut dilakukan di Indonesia?  

LBH Masyarakat, melalui laporan penelitian ini, berusaha menyajikan informasi 
terkait dengan pelaksanaan program perawatan pemulihan ketergantungan 
narkotika di Indonesia. Laporan ini akan mencakup informasi seputar jenis, 
metode, keikutsertaan, pembiayaan, serta sumber daya lainnya. Ada banyak lika-
liku pelaksanaan program ini yang kami temukan, yang pada akhirnya kami 
harapkan dapat membuka mata para pembaca semuanya akan realita pelaksanaan 
program pemulihan ketergantugan narkotika di Indonesia. Di bagian akhir, LBH 
Masyarakat menyajikan rekomendasi, yang kami yakini dapat membantu 
memperbaiki kualitas perawatan pemulihan ketergantungan narkotika di 
Indonesia ke depannya. 

LBH Masyarakat juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-
dalamnya bagi pihak-pihak yang turut serta membantu pelaksanaan penelitian ini. 
Kepada Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, serta Badan Narkotika 
Nasional yang telah membukakan pintunya untuk dapat kami wawancarai dan 
kami mintakan ijin berkunjung ke fasilitas rehabilitasi di bawah 
penyelenggaraannya masing-masing. Kepada seluruh pasien, dokter, konselor, 
perawat, maupun manajemen fasilitas rehabilitasi dari kesebelas fasilitas 
rehabilitasi yang kami kunjungi, wawancarai, dan observasi; yaitu YPI Nurul 
Ichsan, RS Jiwa Atma Husada, RSUD Sanglah, Yayasan Ar-Rahman, Yayasan 
Hikmah Syahadah, Balai Rehabilitasi Lido, Balai Rehabilitasi Badokka, AKSI NTB, 
Yayasan Karisma, Puskesmas Gambir, dan RSKO Cibubur. 

 

Terima kasih ini juga kami sampaikan kepada Mainline Foundation yang telah 
membantu penelitian ini sejak dari awal perancangannya sampai akhirnya laporan 
penelitian ini dapat diterbitkan.  
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Tentunya penelitian ini hanyalah awalan dari serangkaian advokasi menuju 
kebijakan narkotika yang lebih manusiawi dan terbukti efektivitasnya di Indonesia.  

Akhir kata, LBH Masyarakat percaya bahwa #PenjaraBukanSolusi, 
#KarenaSetiapManusiaBerharga. 

 

Jakarta, Agustus 2017 

LBH Masyarakat  
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Pemerintah Indonesia memberikan amanat penyelenggaraan rehabilitasi narkotika 
kepada, awalnya, dua lembaga, yaitu Kementerian Kesehatan – untuk rehabilitasi 
medis, dan Kementerian Sosial – untuk rehabilitasi sosial. Di kemudian hari, 
seiring dengan munculnya kebutuhan untuk menyediakan rehabilitasi di wilayah-
wilayah yang belum tertangani, Badan Narkotika Nasional (BNN) dimandatkan 
untuk (juga) menyelenggarakan rehabilitasi narkotika.  

Dalam penelitian yang bertujuan untuk memetakan ragam jenis dan metode 
rehabilitasi, pembiayaan, serta aspek lainnya ini, tim peneliti secara berhati-hati 
memilih beberapa fasilitas rehabilitasi di bawah ketiga lembaga tersebut untuk 
dikunjungi dan diwawancarai. Totalnya, ada empat puluh lima orang 
responden, yang terdiri dari elemen manajemen fasilitas rehabilitasi, konselor, 
perawat, dokter, maupun pasien, yang tim peneliti wawancarai. Ada lima aspek 
utama yang tim peneliti coba lihat, yaitu: (1) Dasar hukum, termasuk pedoman 
pelaksanaan; (2) Jenis rehabilitasi, serta sarana dan prasarana yang tersedia; (3) 
Persyaratan keikutsertaan dan inklusifitas kelompok-kelompok 
pengguna narkotika yang minoritas, seperti anak, perempuan, dan orang 
dengan gangguan kejiwaan; (4) Pembiayaan, dan (5) Sumber daya manusia. 
Tim peneliti berusaha melihat kelima aspek tersebut, tetapi banyak atau 
sedikitnya informasi yang tim peneliti terima dari masing-masing responden 
untuk masing-masing aspek tersebut berbeda. Bahkan, dalam wawancara dengan 
responden yang berasal dari fasilitas rehabilitasi di bawah BNN, tim peneliti 
berhasil mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai dinamika kehidupan di 
dalam fasilitas rehabilitasi tersebut – sesuatu yang tidak didapatkan dari 
wawancara dengan responden dari fasilitasi rehabilitasi di bawah Kementerian 
Kesehatan maupun Kementerian Sosial. 

Secara umum ada dua jenis rehabilitasi di Indonesia, yaitu rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial. Prinsipnya, masing-masing rehabilitasi ini dapat dijalankan 
melalui rawat inap maupun rawat jalan. Program terapi rumatan metadon, 
misalnya, masuk dalam kategori rehabilitasi medis yang dijalankan melalui 
mekanisme rawat jalan. Ada juga program rehabilitasi sosial yang dilakukan 
dengan mekanisme residensial, atau rawat inap, sebagaimana dilakukan oleh 
beberapa lembaga rehabilitasi yang dijalankan oleh komunitas atau masyarakat 
umum. Khusus untuk fasilitas rehabilitasi milik BNN, pembedaan rawat inap dan 
rawat jalan didasarkan tempat pelaksanaan rehabilitasi, di mana balai rehabilitasi 
BNN hanya menyediakan rehabilitasi melalui rawat inap untuk selama masa 
perawatan utamanya. Sedangkan untuk masa pasca perawatan (aftercare) dapat 
dilakukan melalui rawat jalan maupun rawat inap.  

Beberapa fasilitas rehabilitasi bahkan memiliki pilihan rawat jalan maupun rawat 
inap, sehingga idealnya calon pasien dapat ikut menentukan mana yang lebih tepat 
untuknya dengan mempertimbangkan faktor lain, seperti pekerjaan dan 
pendidikan. Namun, di banyak fasilitas rehabilitasi yang hanya memiliki rawat inap 



viii 

atau rawat jalan, kemungkinan calon pasien dapat menyesuaikan jenis 
perawatannya ini hilang.  

Dari penelitian ini, tim peneliti menemukan bahwa setiap fasilitas rehabilitasi 
harus memiliki ijin untuk menjalankan rehabilitasi, atau setidaknya terdaftar 
sebagai lembaga yang menyelenggarakan rehabilitasi di Kementerian terkait. 
Fasilitas rehabilitasi ini juga memiliki panduan penyelenggaraan rehabilitasinya 
masing-masing, yang kesemuanya didasarkan atau berpedoman pada panduan 
pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kementerian terkait. Rumah sakit, atau Pusat 
Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang menyediakan rehabilitasi narkotika 
menggunakan panduan dari Kementerian Kesehatan, sedangkan fasilitas 
rehabilitasi yang didukung oleh Kementerian Sosial mendasarkan prosedur 
operasionalnya pada standar pelayanan minimum yang dibuat oleh Kementerian 
Sosial. Tim peneliti juga menemukan bahwa panduan dari Kementerian terkait ini 
cukup sering mengalami perubahan, sehingga tim pelaksana rehabilitasi harus 
menghabiskan waktu untuk mempelajari kembali atau menyesuaikan pedoman 
yang mereka punya dengan pedoman yang baru. 

Sebagai bagian dari pedoman pelaksanaannya, seluruh fasilitas rehabilitasi 
mewajibkan pasien untuk menandatangani formulir persetujuan rehabilitasi. 
Beberapa bahkan meminta adanya perwakilan keluarga lainnya. Hal ini dilakukan 
sebagai bentuk antisipasi jika ke depannya terjadi hal-hal yang membutuhkan 
bantuan keluarga. Misalnya, jika seorang pasien metadon dirawat di luar kota, 
maka keluarganya dapat mewakili untuk mengambil dosis hariannya (untuk 
kemudian diantarkan kepada pasien tersebut).  

Khusus untuk pasien anak, kehadiran orang tua atau wali ini menjadi syarat 
keikutsertaan. Beberapa responden mensinyalir kewajiban ini sebagai salah satu 
alasan mengapa jumlah pasien anak sedikit jumlahnya. Selain anak, tim peneliti 
juga menemukan minimnya jumlah pasien perempuan. Di beberapa fasilitas 
rehabilitasi, ketiadaan pasien perempuan ini sedikit banyak dipengaruhi oleh 
keterbatasan sarana prasarana yang tidak dapat mengakomodir kebutuhan pasien 
perempuan. Namun juga ada faktor-faktor lain yang tim peneliti tidak dapat 
eksplorasi sepenuhnya karena bukan merupakan tujuan dari penelitian ini. 

Terkait dengan pembiayaan, tim peneliti mendapatkan keberagaman informasi 
dan data. Semua fasilitas rehabilitasi milik BNN memberikan layanannya dengan 
gratis. Seluruh dana didapatkan dari anggaran BNN. Fasilitas rehabilitasi di bawah 
Kementerian Sosial yang tim peneliti kunjungi juga memberikan rehabilitasi 
secara gratis. Walaupun Kementerian Sosial hanya menyediakan dana untuk 
memenuhi kebutuhan dasar pasien (seperti makanan dan tim pelaksana 
rehabilitasi), fasilitas rehabilitasi tersebut umumnya mendapat bantuan dana dari 
masyarakat, maupun lembaga donor. Namun, pasien di fasilitas rehabilitasi di 
bawah Kementerian Kesehatan umumnya masih harus merogoh koceknya sendiri 
untuk membayar selisih biaya karena Kementerian Kesehatan sudah menentukan 
satuan biaya yang dapat ditanggung oleh fasilitas rehabilitasi. Misalnya, pasien 
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diPuskesmas yang berasal dari luar wilayah operasi Puskesmas masih harus 
membayar biaya retribusi setiap mengakses layanan. Adanya selisih yang harus 
pasien bayar ini, berdasarkan hasil wawancara dengan responden, menyebabkan 
penurunan jumlah pasien.  

Tim peneliti juga melihat kapasitas tim pelaksana rehabilitaasi, misalnya dengan 
memastikan mereka mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan perannya, 
termasuk bagi mereka yang berprofesi sebagai pekerja sosial yang ditempatkan di 
fasilitas rehabilitasi. Walaupun sebagian besar tim pelaksana rehabilitasi pernah 
mendapatkan pelatihan sesuai dengan peran yang diberikan kepadanya, beberapa 
di antara mereka baru mendapat pelatihan setelah mereka menjalani peran 
mereka untuk waktu beberapa lama. Beberapa lainnya masih belum mendapat 
pelatihan - sebagian besar adalah tim pelaksana di fasilitas rehabilitasi di bawah 
Kementerian Kesehatan.  

Selain persoalan pelatihan yang sesuai dengan perannya, tim peneliti juga 
mendapat informasi mengenai tingginya kemungkinan terjadi rotasi pada fasilitas 
rehabilitasi di bawah Kementerian Kesehatan. Rotasi ini bukan hanya terjadi 
antar-lembaga, tetapi juga antar lembaga, di mana, misalnya, seorang perawat di 
program rehabilitasi dipindah ke program lainnya di lembaga yang sama. Hal ini 
tentu menjadi tantangan tersendiri karena berpotensi besar menempatkan 
seseorang yang belum memiliki kapasitas dan pengetahuan sebagai perawat 
pemulihan ketergantungan narkotika.  

Berangkat dari hasil temuan di atas, tim peneliti merancang rekomendasi yang 
tim peneliti percaya dapat membantu meningkatkan kualitas perawatan 
pemulihan ketergantungan narkotika. Dari segi peraturan, termasuk pedoman 
pelaksanaan, tim peneliti merekomendasikan agar pedoman dari Kementerian 
tidak berubah terlalu sering. Jika pun akan berubah, Kementerian terkait harus 
memastikan bahwa pedoman yang baru terdiseminasi dengan baik, bukan hanya 
secara formal menginformasikan adanya perubahan tanpa memastikan tim 
pelaksana rehabilitasi betul-betul tahu dan paham perubahan yang terjadi. 

Untuk metode rehabilitasi, tim peneliti memberikan perhatian lebih terhadap 
penggunaan metode rehabilitasi yang belum didukung oleh bukti ilmiah akan 
keefektivitasannya. Tim pelaksana rehabilitasi maupun Kementerian terkait harus 
memastikan bahwa metode yang digunakan adalah metode yang sudah teruji 
tingkat keberhasilan. Hal ini mungkin juga berarti memastikan bahwa layanan 
medis dan psikososial dapat diakses di satu atap, sehingga pasien bisa 
mendapatkan perawatan pemulihan ketergantungan narkotika secara 
komprehensif. Pentingnya akses yang mudah terhadap layanan medis dan 
psikososial juga terkait dengan pengakuan bahwa tiap-tiap pasien memiliki 
kebutuhan yang berbeda satu sama lain, bergantung pada kondisi, jenis 
pemakaian, dan juga jenis narkotika yang dikonsumsi. 

Sebagai penutup, tim peneliti juga merekomendasikan agar tiap-tiap fasilitas 
rehabilitasi dapat memastikan inklusifitas layanan yang mereka berikan, 
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setidaknya bagi perempuan dan anak. Layanan harus dapat mengakomodir 
kebutuhan khusus pasien perempuan dan anak - termasuk memastikan tim 
pelaksana rehabilitasi memiliki kapasitas dan sensitifitas untuk melayani pasien 
perempuan dan anak. Hal ini dapat terwujud dengan ditingkatkannya pelatihan 
bagi tim pelaksana rehabilitasi - baik secara kualitas maupun kuantitas. 
Kementerian terkait juga harus memastikan bahwa pelatihan ini tersedia secara 
merata bagi seluruh fasilitas rehabilitasi di Indonesia. 
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FOREWORD 

 

Upon winning the presidential election in 2014, Joko Widodo, often referred as 
Jokowi - launched the war on drugs in Indonesia. He claimed that Indonesia is in 
a drug emergency situation. This emergence is marked by the existence of 4.5 
million people who use drugs in Indonesia; worse, 1.2 million of them ‘can no 
longer be rehabilitated because of their deteriorating condition’.  

When Jokowi made such statement, it was expected that he would adopt a 
policy that was aimed to address the impact of drug trafficking. For example, by 
providing wider access to drug dependency rehabilitation. The question was and 
still relevant, is, how drug dependency rehabilitation is currently implemented in 
Indonesia? 

Through this report, LBH Masyarakat seeks to provide information on how drug 
dependency rehabilitation is carried out in Indonesia. This report consists of 
information on the type, methodology, inclusiveness and participation, financing, 
and human resources situation with regard to implementing drug dependency 
rehabilitation. We find that there are barriers, both practical and structural, that 
hinder effective implementation of drug rehabilitation. At the end of this report, 
we develop recommendations for relevant stakeholders with a view that the 
proposed recommendations would contribute in creating drug dependency 
rehabilitation in Indonesia that is more accessible and with good quality.  

We would like to express our sincere gratitude to …?? for their tremendous 
help and contribution in the development of this report. We thank the Ministry 
of Health, the Ministry of Social Affairs, and the National Narcotic Board for 
welcoming us to interview and observe drug dependency rehabilitation facilities 
under their auspices, or that they support. We thank all the patients, doctors, 
health care workers, and managements of drug dependency rehabilitation at YPI 
Nurul Ichsan, RS Jiwa Atma Husada, RSUD Sanglah, Yayasan Ar-Rahman, 
Yayasan Hikmah Syahadah, Balai Rehabilitasi Lido, Balai Rehabilitasi Badokka, 
AKSI NTB, Yayasan Karisma, Puskesmas Gambir, and RSKO Cibubur. 

 

 

 

 



 

 

We thank Mainline Foundation for their support and assistance from the 
beginning until the finalisation stage of this report.  

This report is just a part, or even a beginning of the long and winding road in the 
advocacy towards a more humane drug policy in Indonesia. To close this, we 
believe that #PrisonIsNotASolution, #BecauseEeryHumanMatters.  

 

Jakarta, August 2017 

LBH Masyarakat  

 

 

 

  



 

 

EXECUTIVE SUMMARY 
 
The Government of Indonesia mandates the implementation of drug 
dependency rehabilitation to, initially, two government agencies, the Ministry of 
Health and the Ministry of Social Affairs, to carry out and coordinate medical 
and social drug dependency rehabilitation, respectively. When there was a need 
to provide drug dependency rehabilitation in some rural cities where the 
Ministry of Health and the Ministry of Social Affairs have no facilities operated in 
those areas, the President of Indonesia enacted a regulation that provides 
authority to the National Narcotic Board to carry out drug dependency 
rehabilitation. 

 
The research aims to map different types and methods of drug dependency 
rehabilitation, as well as other relevant aspects. After series of interviews with 
the MoH, MoSA, and the NNB, the research team carefully chose drug 
dependency rehabilitation facilities to visit and observe. The research team also 
conducted  interviews with doctors, nurses, and patients of the visited drug 
dependency rehabilitation. In total, there are forty five respondents who 
were interviewed. The research team focused the interview on five aspects, 
namely (1) Legal framework, including guidelines in implementing drug 
dependency rehabilitation; (2) Types and methods of rehabilitation, as well 
as the facilities provided to support the implementation of rehabilitation; (3) 
Requirements and the inclusiveness of minority groups, such as women, 
children and young people, as well as people with mental health issues; (4) 
Financing; and (5) Human resources. Despite our best efforts in gaining 
information on those five, how depth such information is available to the 
research team relies on the willingness of the respondents to share it. For 
example, the research team received a more in-depth information on the 
dynamics of people who use drugs living in  NNB’s drug dependency 
rehabilitation facilities - a piece of information that was not substantially gained 
from facilities under the auspices of the MoH and the MoSA. 

 
In general, there are two types of drug dependency rehabilitation in Indonesia, 
namely medical and social rehabilitation. Each of these types of rehabilitation can 
be carried out in two methods: in-patient and out-patient. Methadone 
maintenance therapy is an example of medical rehabilitation that is undertaken 
with out-patient method. There is social rehabilitation that utilises in-patient 
method. Particularly for drug dependency rehabilitation facilities run by the 
NNB, the difference between in-patient and out-patient methods lies fully on 
the facilities. If it is carried out in Balai Besar (Grand Hall), then it will be carried 
out in in-patient manner only, except for the aftercare stage where patients can 



 

 

choose between in-patient and out-patient methods. Meanwhile, the 
rehabilitation that is undertaken in the Local Office of the NNB, it must use out-
patient method.  

 
Some drug dependency rehabilitation facilities provide options for in-patient or 
out-patient methods for their patients. In this situation, ideally patients have a 
right to participate in deciding which methods they deem relevant and feasible 
taking into consideration their situation, such as work and education. However, 
it is difficult to comply if the selected drug dependency rehabilitation facilities 
only have one method of rehabilitation.  

 
In this research, the research team found that each facility is required to have a 
permit - or at least is registered under the MoH, MoSA, or the NNB - prior to 
providing drug dependency rehabilitation services. All of the visited facilities 
have their own guidelines, of which they develop in accordance with regulations 
issued by the relevant ministries for their type of rehabilitation. For example, 
hospital or community health centre (CHC) uses the MoH’s regulation in 
delivering drug dependency rehabilitation. For facilities that are supported by the 
MoSA, they use similar regulation produced by the MoSA. With regard to the 
existence of a guideline, the research team found that the guidelines provided by 
the relevant ministries are often changed, or amended. Thus, requiring the 
rehabilitation implementing unit to re-learn and readjust their existing guidelines 
with the new regulation. 

 
As mandated on the guidelines, all drug dependency rehabilitation facilities 
require their potential patients to sign an informed consent form. Some facilities 
even require the presence of a family member to act as a witness. If the patients 
need their family members’ help in accessing the treatment, the facility can easily 
identify the patients’ family members. For example, if a methadone patient in 
Gambir CHC is ill in Medan, their family can help representing the patient to 
Gambir CHC to obtain their daily dose of methadone and bring it to the patient.   

 
Especially for underage patients, the presence of their parents - or other family 
member - is a must. Based on the interviews, some respondents believe that this 
requirement contributes on the low rates of underage patients enrolled in drug 
dependency rehabilitation. This situation is concerning since the number of 
underage drug user are increasing. Similar to underage patient, the research 
team also found very few female patients. The research team would argue that 
the low number of female patients is caused by the limited facility that could 
accommodate special needs of female patients. However, there might some 



 

 

other factors that the research team cannot fully explore as it is not the 
objective of the research. 

 
The research team received rich information with regard to financing. All of the 
NNB’s drug dependency rehabilitation facilities provide the services free of 
charge. The budget to run the facility itself is fully covered from the NNB’s 
annual budget. Drug dependency rehabilitation facilities under the auspices of 
the MoSA also provide the services free of charge. However, the financial 
support received from the MoSA can only cover the basic needs of patients, 
such as food, and salary for the implementing unit. Many drug dependency 
rehabilitation facilities under the auspices of the MoSA received funding from 
other sources, such as donor agencies.  

 
Unlike the two type of drug dependency rehabilitation facilities mentioned 
ahead, patients in facilities under the auspices of the MoH partially cover the 
expenses. The MoH has set the budget they covered for each patient. 
Unfortunately, there are other costs that are not covered, or the coverage is 
not sufficient. For example, methadone patient must pay retribution fee every 
time they access methadone service in a neighbouring CHC. Based on the 
interviews, it is believed that the financial gap discourages patients accessing the 
services in some facilities.  

 
The research team also look at the capacity of the implementing unit, for 
example, by ensuring that they receive a proper training before they take up 
their role in the facility. This also includes the social workers who are placed in 
the implementing unit. The research found that although most of the 
implementing unit have had proper trainings, such training was held few months 
after they took up the position as implementing unit. This means, there is some 
period of time where the implementing unit have not fully upgraded their 
knowledge to keep up with their roles. Even, in some  cities, there are still 
members of the implementing unit who have never been trained, mostly those 
who work under the auspices of the MoH. 

 
Apart from the training, the research team also found a high rate of rotation of 
the implementing unit under the auspices of the MoH. When the rotation 
happened, a worker would be placed in different division under the same health 
facilities (ie, from drug dependency rehabilitation to mental health 
rehabilitation), or in different health facilities. This policy has become a challenge 
for all implementing unit as it may interrupt the work rhythm that has been set, 
or potentially putting a worker with no proper training in the implementing unit. 

 



 

 

Based on the findings, the research team developed some recommendations, to 
help addressing the existing challenges; and therefore contribute in improving 
the quality of drug dependency rehabilitation in Indonesia. The 
recommendations are inter alia: 

● Amendment of regulations should not happen frequently, especially if it 
affects the daily procedures in carrying out drug dependency rehabilitation. 
Legal certainty is, therefore, important. If a change must be made, the 
relevant ministries must ensure that the new regulation is disseminated 
widely and effectively. This will require not only physical distribution of the 
regulation, but also ensuring that the implementing unit comprehends what 
the changes is about and how it affects their work. 

 

● Support all methods used in drug dependency rehabilitation with 
scientific evidence that can guarantee its effectiveness. This might also mean 
that the relevant ministries should consider ensuring that all patients can 
access both medical and psychological treatment whenever they need it 
under one roof or system. 

 

● Ensure that all drug dependency rehabilitation services provided are 
inclusive, including for female and underage drug users. Each drug 
dependency rehabilitation facility must accommodate the special needs of 
female, underage, and male patients in their facilities. To achieve this, all 
relevant ministries must expand their trainings to include sessions on 
gender and underage sensitivity. 
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